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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG
PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH

ABSTRAK : - Bahwa dengan berlakunya Perda No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air
Tanah, maka Pergub No. 76 Tahun 2005 yang mengatur mengenai
mekanisme pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air
bawah tanah, perlu disempurnakan dengan menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Pemungutan Pajak Air Tanah.

- Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28
Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 55
Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010; Perda No. 17 Tahun 2010; Perda
No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 86 Tahun 2012.

- Peraturan Gubernur ini mengatur antara lain mengenai pemungutan
pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, penghitungan pajak, wilayah
pemungutan pajak, masa pajak dan saat terutang pajak, NPWPD,
NPOPD, pencatatan pemakaian air tanah, pemeriksaan, kelebihan
pembayaran, penagihan, pembetulan/pembatalan/
pengurangan/ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi
administrasi, keberatan, banding, sanksi administrasi dan

penghapusan sanksi administrasi.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
tanggal 7 April 2017.
- Peraturan Gubernur ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret
2017.



Peraturan Gubernur No. 76 Tahun 2005 tentang Mekanisme
Pemungutan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan dan penghapusan
sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.

Ketentuan teknis mengenai tata cara pengenaan Denda Lebih Debit Air
Tanah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sumber Daya Air.
Ketentuan teknis mengenai tata cara pemeriksaan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah.

Lampiran 2 halaman.



